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KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 360/ KEP/HK/2021

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

s B bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur jabatan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Insantsi Pemerintah maka
perlu dilakukan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban
Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban
Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);



Menetapkan
KESATU
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja.

MEMUTUSKAN :

: Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Unit

Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

: Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan
Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas
Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

: Kepala Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
{satu) tahun.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggai 3% D‘\‘b\ober 2021

GUBERNUR NUS TE)NGGARA TIMU

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.




